
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

Surat Pelaksanaan Peneliti 



Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Di Badan Pertanahan Nasional 
 

 

Kabupaten Buleleng 
 

 

 



Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Wawancara Di Kantor Advokat I Ketut 
 

 

Selamat, S.H. 
 

 

 



Lampiran 3. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional 
 

 

Kabupaten Buleleng. 
 

 



Lampiran 4. Surat Prmohonan Izin Wawancara di Kantor Notaris I Ketut Suryada, 
 

 

S.H. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

Pedoman Wawancara 



 

 

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber 

 

Narasumber Pertanyaan 

a) Kepala Kasi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa 

1. Bagaimana menurut Bapak terkait 

dengan sistem pendaftaran tanah di 

Indonesia? 

2. Bagaimana prosedur atau sistem 

pendaftaran tanah di Kabupaten 

Buleleng? 

3. Apakah sistem PTSL efektif untuk 

dilaksanakan? 

4. Bagaimana pendapat Bapak terkait 

dengan kasus overlapping 

sertifikat hak milik atas tanah di 

Kabupaten Buleleng? 

5. Sejauh ini terdapat berapa sengketa 

pertanahan di Kabupaten 

Buleleng? 

6. Berapa banyak jumlah kasus 

overlapping sertifikat hak milik 

atas tanah di Kabupaten Buleleng? 

Apabila tidak diketahui apakah 

pihak BPN tidak melakukan 

pendataan sebagai bahan evaluasi? 

7. Apa yang menjadi faktor utama 

yang menyebabkan adanya kasus 

overlapping sertifikat hak milik 

atas tanah di Kabupaten Buleleng? 

8. Setelah adanya kebakaran kantah 

Kabupaten Buleleng, adakah 

tindakan yang dilakukan oleh 

pihak BPN untuk menjamin 

sertifikat yang terbit setelah 

kebakaran? 

9. Bagaimana evaluasi dan tindakan 

yang dilakukan pihak BPN 

Kabupaten Buleleng untuk 

menangani kasus overlapping 

sertifikat hak milik atas tanah di 

Kabupaten Buleleng? 

10. Setelah adanya kasus overlapping 



 

 

 sertifikat hak milik atas tanah di 

Kabupaten Buleleng, hal tersebut 

tentu menimbulkan akibat hukum. 

Bagaimana akibat hukum terhadap 

hal tersebut? 

b) Anggota bagian Survei dan 

Pemetaan 

11. Bagaimana pandangan Bapak 

terkait adanya kasus overlapping 

sertifikat hak milik atas tanah di 

Kabupaten Buleleng? 

12. Kapan sistem pemetaan mulai 

berjalan optimal di BPN 

Kabupaten Buleleng? 

13. Apakah proses pemetaan dapat 

menyebabkan adanya kasus 

overlapping sertifikat hak milik 

atas tanah di Kabupaten Buleleng? 



 

 

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Kepada Informan 
 

Informan Pertanyaan 

a) Advokat I Ketut Selamat, S.H. 1. Bagaimana tanggapan bapak 

terkait sistem pendaftaran tanah di 

BPN Buleleng? 

2. Pernah/tidak bapak mendaftarkan 

tanah atau menjadi perantara 

seseorang untuk mendaftarkan 

tanah di BPN Buleleng? 

3. Jika pertanyaan di atas adalah Ya, 

Apakah dalam prosedur 

pendaftaran tanah yang dilakukan 

tersebut terdapat celah atau 

peluang kesalahan dalam pemetaan 

tanah? 

4. Bagaimana pandangan Bapak 

terkait kasus overlapping sertifikat 

hak milik atas tanah di kabupeten 

buleleng? 

5. Setelah mendapat klien yang 

tanahnya terindikasi overlapping, 

menurut bapak apa yang 

menyebabkan kasus overlapping 

tersebut? 

6. Adanya kasus overlapping ini 

tentu menimbulkan dampak dan 

akibat hukum bagi para pihak. 

Apakah akibat hukum yang 

sekiranya timbul setelah adanya 

indikasi overlapping? 

7. Menurut bapak, apa tindakan yang 

tepat dilakukan baik bagi pemilik 

tanah selaku pemegang sertifikat 

atau pun pihak BPN buleleng yang 

menjadi petugas pendaftaran tanah 

untuk mengatasi permasalahan 

overlapping  sertifikat  hak  milik 

atas tanah? 

b) Notaris Ketut Suryada, S.H. 8. Bagaimana peran Bapak dalam 

sistem pendaftaran tanah? 

9. Bagaimana tanggapan Bapak 



 

 

 terkait adanya kasus overlapping 

sertifikat hak milik atas tanah di 

Kabupaten Buleleng? 

10. Menurut Bapak, apa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kasus 

overlapping sertifikat hak milik 

atas tanah di Kabupaten Buleleng? 

Adakah hubungannya dengan 

PTSL? 

11. Berdasarkan pengalaman Bapak 

tentang kasus overlapping, 

bagaimana akibat hukum terhadap 

adanya overlapping sertidikat hak 

milik atas tanah di Kabupaten 

Buleleng? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03 

Dokumentasi Penelitian 



 

 

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan saat melakukan Wawancara kepada 

Narasumber dan Informan 
 

 

Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Kasi Permasalahan Pertanahan 

dan Sengketa BPN Buleleng pada 01 Desember 2023 

pukul 16.10 WITA 
 

Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Kantor Advokat 

I Ketut Selamat, S.H. pada 18 Desember 2023 pukul 14.00 WITA 



 

 

 

Kegiatan Wawancara Dengan Kepala Notaris Ketut Suryada, S.H. pada 

9 Januari 2024 pukul 11.00 WITA 
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